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Pembangunan Jalan Dua Jalur Bintuhan
Terhambat Izin UKL UPL

BINTUHAN - Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL
UPL) untuk rencana pembangunan jalan dua jalur
di Kota Bintuhan belum juga rampung.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Bupati Kaur
H. Lismidianto SH MH, dalam rapat meminta agar
izin secepatnya diurus paling lambat selesai tanggal
11 Maret yang lalu.

Pasalnya, izin tersebut salah satu syarat wajib un-
tuk dilaksanakannya suatu pembangunan seperti
pembangunan jalan dua jalur.

Yang nantinya akan berdampak dengan banyak
warga yang tinggal di sekitar pembangunan.

Jika izin ini belum dikeluarkan maka tahapan
perencanaan pembangunan jalan dua jalur pun
tidak bisa dilakukan.

Saat dikonfirmasi dengan pihak terkait mengenai,
progres pengambilan izin lingkungan hidup di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Kaur, Henry Faizal SE., M.Si. mengatakan, beberapa
waktu lalu telah mendatangi KLHK untuk mengam-
bil izin UKL UPL tersebut.

Namun masih ada beberapa persyaratan yang
mesti dilengkapi, dan saat ini DLH Kaur sedang
melengkapi persyaratan yang kurang untuk pen-
gurusannya.

Tanggal 1 April mendatang pihak Kementerian
Lingkungan Hidup, asistensi terlebih dahulu ter-
hadap berkas yang telah diajukan.

Barulah nanti setelah dilakukan asistensi oleh
KLHK, akan diketahui apakah berkas yang diajukan
tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.

Jika telah memenuhi syarat maka, izin UKL UPL
secepatnya akan dikeluarkan KLHK.

“Masih harus asistensi dulu, kalau berkasnya
sudah layak maka barulah nanti izinnya akan dike-
luarkan,” terangnya.

Dijelaskannya, pengurusan izin UKL UPL ini me-
mang memakan waktu yang cukup lama.

Karena banyak sekali berkas yang harus dilengkapi,
asistensi oleh KLHK merupakan kali kedua atas
pengajuan perbaikan berkas yang dilakukan oleh
pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur untuk
penerbitan UKL UPL.

“Ini perbaikan berkas kita yang kedua, mudah-
mudahan tidak ada perbaikan lagi,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sek-
da) Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM mengatakan
proses pembangunan jalan dua jalur memang ter-
hambat izin UKL UPL yang juga tidak didapatkan.

Untuk itu, Sekda meminta agar paling lambat izin
UKL UPL dapat diserahkan pada tanggal 11 Maret
2024.

“Kita tegaskan dengan OPD terkait, izin UKL UPL
paling lambat sudah diserahkan 11 Maret,” sampai
Sekda.

Barulah nanti, setelah izin dikeluarkan maka
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur kembali
dapat melanjutkan tahapan pembangunan jalan 2
jalur di Bintuhan.

Pemkab Kaur nantinya juga akan menganggarkan,
apa saja yang diperlukan untuk pembanguanan ja-
lan dua jalur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P) 2024 mendatang.

“Mau diajukan kita juga belum dapat izin UKL
UPL, nanti kalau sudah keluar izin anggaran akan
diajukan di APBDP," jelas Sekda.

Senada dengan Bupati, Sekda juga meminta agar
OPD terkait benar-benar melakukan pengurusan
terkait dengan pembangunan jalan dua jalur.

Jika memang bisa dikebut maka, proses pemban-
gunan jalan dapat dilakukan di tahun 2024 ini.

Meskipun di penghujung tahun baru bisa dilaku-
kan, Sekda mengharapkan pembangunan jalan
dapat diselesaikan di tahun 2024.

“Pembangunan ini harus benar-benar dikawal,

jangan sampai tidak jadi. Hanya karena beberapa
kendala yang minor,” pungkas Sekda.

Menanggapi hal ini, Plt Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Guntur Akhiri ST, yang
juga bertanggung jawab untuk melakukan pengu-
rusan izin UKL UPL ke KLHK mengatakan, bahwa
pihaknya akan mengusahakan agar izin dapat segera
didapatkan sebelum tanggal 11 Maret 2024, sesuai
dengan apa yang telah diperintahkan.

“Seperti apa solusinya, izin UKL UPL akan kita
dapatkan sebelum tanggal 11 Maret. Supaya tahapan
pembangunan dapat segera dilanjutkan,” terangnya.

Terpisah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Perkim) Ismawar Hasdan, ST, M.Si,
mengatakan untuk tahapan yang dilakukan oleh
pihaknya adalah pembebasan lahan.

Setelah dilakukan beberapa penghitungan estimasi
anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan la-
han mencapai Rp27 miliar.

Semua warga terdampak pun telah menyetujui
untuk pembangunan jalan dua jalur.

Namun memang belum bisa dilakukan tahapan
selanjutnya juga masih terkendala dengan izin UKL
UPL yang hingga saat ini belum didapatkan.

“Statusnya jalan Bintuhan itu adalah jalan Nasi-
onal, jadi administrasi dampak lingkungan harus
dari Kementrian langsung,” sampai Ismawar.

Saat dimintai kejelasan apakah di tahun 2024 ini
pembangunan jalan akan dilakukan atau tidak, Is-
mawar juga belum memberikan keterangan.

Ia berdalih mereka hanya menjalankan beberapa
tahapan yang di bawah tanggung jawab OPD nya.

Sementara untuk tahapan, selanjutnya itu tergan-
tung OPD yang menaungi.

“Kepastian jadi atau tidaknya pembangunan
saya tidak bisa berikan keterangan. Tapi kemung-
kinan besar tahun ini, setelah beberapa tahapan
pembangunan akan mulai dilakukan,” pungkas-
nya. (cil)



